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Berdasarkan TAP MPR No. V1 ahun 2000 dan TAP MPR Mo, VI tahun
2000, maka Poln dan TNI terpisah seeara kelembagaan, Poln berperan dalam
bidang keamanan dan Letertiban nasional, oleh karena 1ty saiusnya bukanlah
Lombatan. Sedangkan THI berperan dalam bidang pertahanan negara yang secara
aktif turut sera dalam suvatu seneketa bersenjata, oleh karens ity memthki status
sebaoal kombatan.

Pasal 42 avat (2 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepohisian
Mepara Repubhk Indonesia, menvatakan bahwa Poln dapat diperbantukan dalam
keadsan perang membantu THND melawan musch. Dari ketentuan o timbul
ketidakjelasan status Polri vang diperbantukan tersebut. Hal e sangat penbing
diketahui dalam kaitannya dengan distinction principle dalam Hukumllumaniter
Imternasional. Umuk itu perlu dibabas bagmmana pengaieran distinction ponciple
dalam Hukum Humaniter dan selanjutnya bapsamana status dan kedudokan Falr
menurut Undanp-undang nomor 2 tabun 2002 ditimay dan destinchon prneaple
tersehan Pendekatan masalah dilakukan secars yvundis normatif dibantu dengan
vuridis sesolops, vae erfokus pads norma hukoam i sendin dar bagaimians
penerapannya di lapangan _

Menvenar kegiatan perbantuan Poln kepada TR dalarm keadasn perang
tersehut  didssarkan pada Undang-undang nomor 230 (959 tentang Keadaan
Bahava, vaiu pada Bab IV tentang Keadaan perang

Sesuar denpan perkembangan distinction principle yang dhatur dalam
Pasal 43 avat 43) Protokol 1 - 1977 dinvaakan bahwa pthak vang bertikar dapat
memasukkan sualy kesatuan para mihter atau badan penepak Bukum vang
bersenjata dalam Angkatan Bersenjatanya dengan syaral harus membentahukan
kepada pibak lain vang bertikai, Ketentvan ins merupakan dasar hukoum bag
Indoncsia untuk dapat mengerahkan angeota Poln sccarz akul membantu THI
melawan muosuh dalam svatu sengketa bersenjata [Dalam hal tm Polo akan
herstatus sebapas kombatan dan apabila terlangkap akan diperlakukan sehagal
lawanan perang

Sejalan dengan perkembangen  ketataneparasn  Indonesia dan adanya
prinsip pembedaan (distnetion principle) dalam Hukum Humanster. maks
Indonesia harus mengatur secars tegas upgas dan lTungs Polon dalam suatu
sengheta bersenjata. Demikian juga mengenal Komponen Pertahanan Megans,
harus diatur secars mendeta] peran dan fungsinva sehingga jelas komponen mang
yang berstatus sehagar kombatan dan mana vang bukan
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BAB L
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Cralam sejarab kehidupan umat manusia, perang merupakan suatu kejadian
vang lumrah sebarm salab satu bentuk perwuiudan mempertabankan dint, Hakekat
perang dewasa ine tidak lagi merepakan persoalan bagr pempinan dan ahli-zhl
perang  saja. tetapi sudah omenjach persoafan selurub rakvat bahkan fuga
menyvanghut seluruh umat manusi :

Dalam  prakseknva, kekerasan sclalu digunakan  dadam perang pang
erkadane  tdak  memperhatikan rass kemanesman Uniek e masyvarakat
internasionel secara bersama-sama membentuk sepumiah atuan perang vang
dikenal dengan Hukum Humaniter lnternasional Tujuan dar hukum humantiey
imi adalab untek memarastawikan pelaksanaan perang.

Romvenst  Jenewa 1949 schagar bagian dan sumber hukum humaniter

telah diranfikas: oleh Mepara Republik Indonesia dengan Undane-Undang

!
Nomor 59 Tahun 1958 teniang Kot Serta Negara Republik Endonesia dalam
selureh Konvensi Jenewa fangeal 12 Agustus 1949 (LN 109 Tahun 1958 No.
Phdd). Oleh karena tw secara hukum Indencsia telah weekal antuk mematuh
Lomvensi-konvensi iin sepenuhnya

Saluh sate prinsip sane menjad andasan wama hokam perane adalah
P [* Mang | !

pembagian  penduduk  (warga oegara) oegara sedang  leclibal dalam suatu

'Badan Pembina Fukoem ABRI DEFHAM, Pokok-Pokok Hubwm Hemaniier, 1952, b 5
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pertikaan berseoyatn farmed conflice) dalam dua kategon. vaity kombatan dan
penduduk sipil feiviffans), Golongan kombatan inilah vang secara akol turut serta
dalam  parmusuhan {(hostilities)  Pringip ini lazim  disebut  sebagai  prinsip
pembedaan {(distinction principle)’

Dalam perkembangannva, Konvenst lenewa ini dilengkapt dengan 2
Protokol Tambiahan ahan 1977, Protokal [ mengetur entang Sengketa Bersenjata
Internasional,  Protokel ! mengater tentang  Senvketa  Berseniata  Non-
Internasional, Protokal T —1977 1im merupakan penyvempurnaan daci eisemerion
preateiple vang lelab chator sebelumava dalam Hegoe ©mentons IV-1907 dan
Cigvieva Convention -1948 Protokol ins juga memberr definisé bary dan apa yvang
dimaksudkan dengan Angkatan Bersenjata dan Kombatan. Hal ini diatur dalam
Pasal 43 dan Pasal 447

Artilel 23 memben batasan dan Angkatan Bersenpata, scharan herihug

I Angkatan bersenjata dan pihak vanp beritkar terdin darn Angkatan

Bersenjala vang terarganisn forganized Armed Forces), aroup dan
unit vang berada dibawah Kemrencds vane bertanppung awab aras

Fulakuar anak buabnva Lepada pihak wersehut

-

& Angeata Anphatan Bersengata dan pihak yanz henthm (kecuali
personal medik dan pendeta) adalah Kombatan, vailu mercka vang

erhak umuk tkut serta seeara lanpsunye dalam permusuharn

; Apabila seloh satu prhak vang berukar memasckkan sehuah

hesatuan  (egency)  pars-militer atao pengeab hokem dalam

: “itigd I 13
G Maryomatram. W00 HOAANTIEN, OV Rajewali, lakaria, 1984, b 72

I-d



BAB IV
PENUTUT

A, Kesimpulan

Diari hasil penclitian dan analisis diatas, maka dapat distmpulkan @

Pengaturan Distinetion Prineiple dalam Hukom Humaniter

i

b,

Ketentuar tentang distinction principle mula-mula diatur dalam
Koavensi Den Haag 1V 1907 vatu dalam Pasal 1.2 dan 3 Haque
Reeulation 1907, kemudian divbah dan  disempemakan dalam
Konvenst Jenswa 1949 vaitu vang terdapat dafam ketentuan Pasal 13
Konvensi | dan 11 serta dalam Pasal 4 Koovensi LH, dan dalam
perkembangan terakbir dintur dalam Protokal Tambahan 1T 1977
terutama dalam Pasal 43 dan 44, serta werdapat juga dalam ketentuan
Pasal 45, 46, £7, 48 dan Pasal 50

Lzlam Protokol Tambahar 1 tabun 477 telah teradi perkembangan
vang paling revolusiener mengenzi pengaturan disunction primciple
vaite fulak laz dibedakannyva antara regobler forces dan imregular
forces, sebagaimana dikeral dalam Koovenst Den Haapg 1907
maupun Konvenst Jenewa 1949 Armmva ndak ads lag) pembedaan
perlakisan antara tentara reguler dan vang bukan tentara reguler, lidak
ada lapi ketentuan bukom khusus vanp berfaku bagi mereka vany
tergolong bukan tentara reguler,

Perkembancan lamn dalam Protokol terschur adalah diadakannva

ketentuan  Khusus  bagr  kesatuan perlve Hal o s sanpat
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